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Abstract: Inan attempt to improvethe quality of education, the government hasintroduced Rintisan
Sekolah Bertaraf International (Pioneering-International Standard School). However, schools will
not be ableto implement the policy without improving their quality first, for exampleintermsof the
program, the resources, the process, aswell as the other components. This study was carried out in
order to describe the implementation of R-SBI at three Senior High Schoolsin Bali. By employing
qualitative approach, the study was successful in gathering valuable information related to the
implementation process, the readiness of the resources, the change of strategy and management of
the schools, and the role of the headmasters and the teachers as the internal agent of change in the
implementation of the policy in the three research sites.
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Permasalahan utama pendidikan Indonesia adalah
rendahnya relevansi dan daya saing lulusan dalam
tataran global. Kualitas sumber dayamanusia(SDM)
Indonesiaselamaini ditengarai masih rendah berda-
sarkan laporan UNDP, TIMSS, dan AEEAI (Alfian,
2007), sertahasil survey The Political and Econom-
ic Risk Consultancy (PERC) tentang tenaga kerja
yang menunjukkan rendahnya mutu tenagakerjaln-
donesia(Jalal, 2007). Indikator mutu SDM yang diu-
kur melalui Human Development Index (HDI) sam-
pai dengan tahun 2007 jugamenunjukkan Indonesia
masih berada pada posisi rendah bila dibandingkan
dengan 179 negaralainnyaseperti Thailand, Malaysia
dan Philipina (Anan & Susanti, 2007).

Di satu sisi tantangan global yang ditandai de-
ngan pesatnya perkembangan teknologi dan sains,
membawa perubahan padatatanan kehidupan manu-
Sa, sementarasecarainternal pendidikan di Indonesia
masih mengalami hambatan yang cukup serius. Hal
ini terlihat dari sulitnyaketercapaian 100% kelulusan
siswadari standar nilai terendah pada Ujian Nasiona
(UN) pada setiap tahunnya. Siswa SMA misalnya,
padatahun 2006 keti dakl ulusannyamencapai 20,6%.
Beberapafenomenadi atas, mendorong pemerintah

(Depdiknas) untuk melakukan perubahan secarafun-
damental dalam duniapendidikan. Salah satu upaya
untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
secaranasiona daninternasional, pendidikan bertaraf
internasional menjadi bagian penting dilaksanakan me-
lalui pengembangan rintisan sekolah bertaraf interna
siona (R-SBI), diantaranya kebijakan Rintisan Seko-
lah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA
BI). Penyelenggaraan R-SMA Bl yang diamanatkan
oleh UU SisdiknasNo. 20/2003 dalam rangkamenyi-
apkan pesertadidik agar menjadi lulusan yang punya
daya saing dalam kancah global . Sebab lulusan seko-
lah atau sumber daya manusia yang bermutu hanya
dapat dihasilkan oleh proses pendidikan sekolah yang
bermutu (Bonstingl, 1999; Cheng & Tam, 2001). Apa
bila setiap |lembaga pendidikan secaraterus menerus
mampu memberi jaminan mutu, diharapkan mutu pen-
didikan secaranasional akanterusmeningkat (Danim,
2007; Sagala, 2007; Yunus, 2008).

Mengacu padafilosofi eksistensialisme, dan e-
sensiaisme (fungsionaisme), keduafilosofi ini dijadi-
kan dasar penyelenggaraan R-SMA BI. Filosofi ek-
sistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus
menyuburkan dan mengembangkan eksistens peser-
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tadidik seoptimal mungkin melalui fasilitasi yang di-
laksanakan melalui proses pendidikan yang bermarta
bat, properubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimen-
tatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, mi-
nat, dan kemampuan pesertadidik. Sedangkan fil osofi
esensialisme, menekankan bahwa pendidikan harus
berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebu-
tuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai
sektor dan sub sektornya, baik lokal, nasional, mau-
puninternasional. Dalam mengaktualisasikan kedua
filosofi tersebut, empat pilar pendidikanyaitu learning
to know, learning to do, learning to live together,
dan learning to be merupakan patokan berharga
bagi penyelarasan praktek-praktek pendidikan di In-
donesia, dalam rangka meningkatkan mutu sumber
daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi
pengelolaan agar kebijakan R-SMA Bl tersebut da-
pat berjalan seperti yang diharapkan.

Menurut catatan Dinas Pendidikan Propinsi Bali
Statistik Persekolahan, jumlah SMA di Bali hingga
tahun 2006 baik Negeri maupun Swasta adalah 159
buah. Empat diantaranya telah ditetapkan sebagai
R-SMA BI tahun 2007, berdasarkan SK. Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Mangje-
men Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
dengan No.564.a/C4/MN/2007, tangga 15 Juni 2007,
namun hanyatigasekolah yang dijadikan |okasi pene-
litianini, yakni SMANSA KotaBudaya, FOURSMA
K otaBudaya, dan SMANSA Denbukit. Dengan dite-
tapkannya sekol ah-sekol ah tersebut menjadi R-SMA
BI, makada amimplementasi nyadigunakan pedoman
yang sama yang dikeluarkan oleh Depdiknas tahun
2007.

Akhirnyapertanyaan muncul, yakni bagaimana
keti ga sekol ah tersebut mengimplementasikan kebi-
jakan R-SMA Bl mengingat sekolah termasuk SMA
(Negeri) merupakan institusi yang sangat kompleks,
dan penuh dinamikauntuk mewujudkan visinya (Ivan-
cevic & Matesson, 2002; Macbeath & Mortimore,
eds., 2005). Sebagaimana dikatakan Dunn (2003),
bahwa perubahan alamiah sebagai konsekuensi dari
implementasi sebuah kebijakan tidak selau merupa:
kan konsep yang mudah diterimaorang. Bahkan, ka
dangkal a perubahan dipandang pula sebagai sesuatu
yang mencemaskan, dan sesuatu yang harus dihin-
dari. Oleh karenaitu menurut Fullan (2000), imple-
mentasi sebuah perubahan pendidikan membutuhkan
adanyachangein practice, atau Dwijowijoto (2003)
mengatakan, implementas kebijakan baru sering me-

merlukan individu-individu untuk mengubah polape-
mikiran dan perilaku yang sudah terbentuk dengan
baik. Dalam hal ini dibutuhkan kesamaan pandangan
atau persepsi dan pemahaman tentang kebijakan ke-
padaimplementersmelalui sosidisas. Sosdisas pen-
ting dilakukan sebagai kegiatan awal dalam penge-
nalan pembaruan pendidikan (Cooper, Slavin & Nan-
¢y, 2000), agar wargamasyarakat yang dikenai kebi-
jakan akan mengerti dan mendukung pelaksanaan
kebijakan tersebut (Islamy, 2001; Dunn, 2003), se-
hinggamemberikan dampak yang positif bagi sekolah
(Depdiknas, 2007). Manajer pendidikan harus dapat
menjamin bahwa sasaran dari organisasi pendidikan
secarajelasdapat dinyatakan dan dipahami yang pa-
daakhirnyamampu dilaksanakan secara efektif dan
efisien (Harris& Lambert, 2003; Bolden, 2004). Na-
mun demikian, hanya dengan kesamaan pandangan
atau perseps dan pemahaman belum menjamin kebi-
jakan dapat diimplementasikan dengan baik tanpaa-
danyakerjasama dan pembagian tanggung jawab ke-
padapersonel sekolah. Untuk itu dilakukan pembagi-
an tugas-tugas gunamembantu kepal a sekolah mem-
perlancar pengimplementasiannya, dengan memben-
tuk tim pengembang sekolah maupun pengaktifan
fungsi dan tugas MGMP sekolah untuk pemetaan
kurikulum menjadi kurikulum bertaraf internasional.
Lunenburg & Ornstein (2004) mengemukakan, bah-
wasalah satu ciri organisasi adalah adanyapembagian
dalam pekerjaan, kekuasaan, dan tanggung jawab,
serta komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk
pembagian yang tidak dipolakan begitu sgjaatau disu-
sun menurut cara-caratradisional, melainkan sengaja
direncanakan untuk |ebih meningkatkan usahamewu-
judkan tujuan tertentu. Pengimplementasian sebuah
kebijakan dikatakan telah terjadi dan kemungkinan
besar secara terus menerus disempurnakan, apabila
sekolah memiliki kesiapan sumber daya, baik sumber
dayamanusia maupun fasilitas (sarana dan prasara-
na) pendukung. Itulah sebabnyatinjauan tentang kesi-
apan sumber dayajugamenjadi fokus penelitianini.
Seperti dikatakan Hoy, Bayne & Wood (2000), bah-
wa pembaruan pendidikan di sekolah kemungkinan
besar akan terlaksanaapabiladidukung oleh kesiapan
sumber daya sekolah. Demikian juga Sagala (2007),
menyatakan bahwa salah satu faktor dari sekolah
yang sukses sangat dipengaruhi oleh tersedianyafasi-
litasdan tingginyalayanan yang diberikan ol eh perso-
nel. Jikasumber dayatidak cukup, berarti kebijakan
tidak akan terlaksanakarena prosedur kerja, kegiatan



Suwardani, Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf... 3

yang ditetapkan tidak dapat dibumikan dalam meme-
nuhi tujuan dan harapan stakeholders, atau pelang-
gan (Syafaruddin, 2008). M cL aughlin mengatakan,
keberhasilanimplementasi kebijakan ditentukan oleh
dua faktor, yaitu: local capacity dan will (Duke &
Canady, 1997). Local capacity meliputi sumber-
sumber, baik fiskal dan material, dan keahlian untuk
mengimplementasikan kebijakan baru. Will men-
cakup aspek sikap, motivasi, dan kepercayaan yang
mendasari respons pelaksana kebijakan.

Daam padaitu, upaya pengimplementasian ke-
bijakan R-SMABI tentu akan membawa perubahan-
perubahan di sekolah. Perubahan tersebut diantara-
nyaadal ah strategi pembel gjaran dan manajemen se-
kolah yang mengarah pada standar mutu internasio-
nal. Pembelgjaran dilakukan dengan bilingual yang
ditunjang dengan pemanfaatan ICT secara efektif
untuk pemusatan belgjar padasiswa, dan penguatan
mangjemen dilakukan dengan manajemen berbasis
ICT untuk pemutahiran data akademik dan non aka-
demik. Banyak unsur positif yang ditimbulkan dari
dukungan teknologi informasi, diantaranya dapat
mempermudah hubungan antar personal baik di ling-
kungan lembaga pendidikan maupun lingkungan ma:
syarakat secaraumum (Sanjaya, 2006). Kemampuan
dalam melakukan strategi pembel gjaran bertaraf in-
ternasional yang dicirikan dengan penggunaan bilin-
gual dan ICT akan berdampak padaperolehinformas
yang mutakhir baik bagi siswa maupun guru-guru.
Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk me-
ningkatkan prosedur pembelgjaran, pemenuhaninfor-
masi, dan metode pembelgjaran (Isjoni & Firdaus,
eds. 2008). Arcaro (2005) mengatakan, bahwadalam
suatu organisasi sekolah yang berpusat kepadapelgjar
dan pembel gjaran, makapelgjar menjadi aktor utama,
dengan paraguru memberikan bimbingan dan bantu-
an kepada para pelgjar untuk mengakses informasi
dan materi pembelgjaran yang dibutuhkan melalui
pembel gjaran berbasi steknologi. Demikian jugake-
berhasilan penguatan manajemen berbasis|CT akan
dapat memberikan pel ayanan dengan mutu total seca
ramudah, cepat, tepat dan akurat kepada pelanggan.
Namun, semua proses seperti terurai di atastidaklah
mudah tanpaadanya peran yang dimainkan oleh para
agen perubahan internal dan eksternal (Gamage &
Pang, 2003; Gordon, 2004), baik secara perorangan
maupun kelompok (lembaga). Peran-peran mereka
akan sangat menentukan bagi keberhasilan pengim-
plementasian kebijakan R-SMA BI.

METODE

Penelitianini menggunakan pendekatan kualita-
tif. Di bidang pendidikan, pendekatan kualitatif sering-
kali disebut dengan penelitian naturalistik. Dengan
pendekatan tersebut implementas kebijakan R-SMA
Bl diamati dalam keutuhannya dan sebagaimanater-
jadi secaraaamiah (natural) di lokasi penelitian.

Penelitian ini tergolong dalam rancangan studi
multisitus dengan metode komparatif konstan (Bog-
dan & Biklen, 1982), dengan langkah-langkah sebagai
berikut. Pertama, dilakukan beberapakali pengum-
pulan data pada latar atau situs pertama. Hasilnya
selanjutnyadianalisis, sehingga menghasilkan teori
sementara tentang implementasi kebijakan R-SMA
Bl berdasarkan rincian fokus penelitian. Kemudian
dilakukan pengumpul an data padalatar atau situske-
dua. HasiInyakemudian dianalisis dan dikomparasi-
kan dengan atau digunakan untuk memperluas teori
sementara dari pengumpulan data pada latar perta-
ma. Dengan demikian diperoleh teori sementaralagi,
namun lebih luastentang implementasi kebijakan R-
SMA BI. Kemudian pengumpulan data dilanjutkan
padalatar ketiga, hasilnyadianalisis, dikomparasikan
dengan atau digunakan untuk memperluas teori se-
mentarayang dihasilkan dari pengumpulan data pada
latar pertamadan kedua. Dengan demikian diperoleh
teori dengan generalisasi yang lebih luaslagi.

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara
mendalam (in-depth interview), observasi berperan
serta (observation participant), dan studi dokumen-
tas (study of documentation). Ketigateknik ini me-
rupakan teknik-teknik dasar yang lazim digunakan
dalam penelitian kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982;
Fontana, Adler & Hodder dalam Denzin & Lincoln,
1994; Neuman, 2000). Data penelitian kualitatif se-
ringkali berupakata-katadan tindakan-tindakan orang
yang memungkinkan peneliti untuk menangkap baha-
sa dan perilaku. Selama pengumpulan data dibuat
catatan lapangan dalam rangka mengumpulkan data
danrefleksi terhadap data (Bogdan & Biklen, 1982).

Informan penelitian dipilih dengan menggunakan
teknik purposif, dengan memilih orang-orang yang
dianggap tahu tentang fokus masal ah secaramenda-
lam dan dapat dipercayauntuk dijadikan sumber data,
dan teknik ini dipadukan dengan teknik bola salju
(snowball sampling) (Miles & Huberman, 1992;
Bogdan & Biklen, 1982), yaitu meminta informan
pertamaatau sebel umnyauntuk menunjukkan orang-
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orang lain yang dapat dijadikan informan berikutnya.
Sumber datadalam penelitianini adalah kepalaseko-
lah sebagai informan kunci, wakil kepala sekolah,
tim pengembang sekolah, guru-guru, fasilitator, sSiswa,
komite sekolah, dan staf tata usaha. Sumber data
dari dokumen dipilih berdasarkan relevansinya de-
ngan tujuan penelitian. K etikaakan mengunjungi loka
si maupun informan, waktu dan kondisi setempat
menjadi pertimbangan pendliti.

Datayang tel ah terkumpul melaui berbagai tek-
nik itu, lalu dicek keabsahannya, dengan caraseperti
kriteriayang dianjurkan Lincoln & Guba(1985), yaitu
(1) kredibilitas dengan pengamatan terus menerus,
diskusi teman sejawat dan member check, (2) trans-
ferabilitas dengan memberikan deskripsi secararinci
tentang temuan-temuan penelitian, (3) dependabilitas
dengan meminta beberapa orang audititor untuk
mengauditnya, dan (4) konfirmabilitas, yaitu penilaian
hasil penelitian oleh pakar.

Setelah diperiksa, datatersebut selanjutnyadia-
nalisis. Adaduamacam analisisdatayang dilakukan,
yaitu (1) analisis dalam situs, dan (2) analisis lintas
situs. Analisis data dalam situs adalah analisis data
setiap sekolah yang dijadikan situspendlitian. Penga-
nalisisannyadimulai sejak atau berbarengan dengan
pengumpulannya, yaitu setelah empat atau limakali
dilakukan pengumpulan data. Sedangkan analisisda
talintas situs adal ah pemaduan temuan-temuan yang
dihasilkan dari beberapasitus penelitian. Sesuai de-
ngan metode penelitian ini, sebagaimanaditegaskan
di atas, penganalisisannyadilakukan dengan menggu-
nakan metode komparatif konstan.

HASL

Berdasarkan andisisdata, diperoleh hasil pendli-
tian yang diformulasikan dalam bentuk proposisi ma-
yor dan proposisi minor, sebagai berikut.

Proposisi mayor: Prosesimplementasi kebijak-
an R-SMA Bl dimulai dengan pengenalan kebijakan
kepada stakeholders melalui kegiatan sosialisasi.
Proposisi minor 1: Materi yang dijadikan perhatian
utamadalam sosialisasi adalah mengenai ide, bentuk
atau wujud pel aksanaan, cara-cara pengi mplementa:
sian, sertasasaran program kebijakan. Proposisi mi-
nor 2: Sosialisasi tentang kebijakan R-SMA Bl dila-
kukan ol eh kepalasekolah secaraintensif dan berke-
sinambungan, sehinggaterjadi kesamaan pandangan
pada personel sekolah dalam mengimplementasikan

kebijakan. Proposisi minor 3: Jikaterjadi kesamaan
pandangan dan pemahaman pada stakeholders, ma-
ka diharapkan adanya dukungan dalam pengimple-
mentasiannya.

Proposisi Mayor: Untuk memperlancar dan
mempermudah terimplemen-tasikannyakebijakan R-
SMA BI, makadil akukan pembagian tugas. Proposi-
si minor 1: Pembagian tugas dilakukan kepal a seko-
Iah dengan membentuk tim pengembang sekolah un-
tuk membantu kepal a sekolah dalam merealisasikan
program-program R-SMA BIl. Proposisi minor 2:
Dengan mengaktifkan kembali fungsi dan peran M G-
M P sekolah pada mata-mata pelgjaran hard science
untuk melakukan pemetaan kurikulum dan silabus
bertaraf internasional. Proposisi minor 3: Untuk me-
mantapkan dan memperlancar tugas-tugasnya, MG-
M P sekolah mendapat pendampingan dari fasilitator
yang ditetapkan kepal a sekol ah.

Proposisi mayor: Untuk menghasilkan kuriku-
lum bertaraf internasional, makadil akukan pemetaan
kurikulum nasional yang diperluas, diperdalam, diper-
kayadengan caraadaptasi dan/atau adopsi terhadap
kurikuluminternasional . Proposisi minor 1: Jikater-
dapat unsur-unsur atau aspek-aspek yang belum ada
dalam KTSP, maka diperkaya dan diperluas dengan
mengambil (adopsi) dari unsur-unsur atau aspek-as-
pek materi yang ada dalam kurikulum internasional
yang diadopsi. Proposisi minor 2: Jika unsur-unsur
atau aspek-aspek materi telah adadalam KTSP, maka
dilakukan penyesuai an-penyesuai an (adaptasi) terha-
dap unsur-unsur atau aspek-aspek yang ada dalam
kurikulum internasional yang diadaptasi.

Proposisi mayor: Implementasi kebijakan R-
SMA BI di sekolah, mempersyaratkan adanyakesiap-
an sumber daya yang memadai, baik sumber daya
manusia maupun sarana dan prasarana. Proposisi
minor 1. Implementasi kebijakan R-SMA Bl akan
dapat diwujudkan dengan baik, apabiladidukung oleh
kesiapan sumber dayamanusiayang memadai secara
kuantitas meskipun secara kualitas terutama dalam
penguasaan bahasalnggrisdan | CT belum terpenuhi.
Proposisi minor 2: Meskipun kepal asekolah menya-
dari bahwa personel sekolah terutamaguru-guru be-
lum memiliki kemampuan optimal dalam bahasalng-
gris maupun |CT, namun mereka tetap mengimple-
mentasikan kebijakan dengan terus berupayamel ak-
sanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kua-
litas pesonel sekolah. Proposisi minor 3: Jikaketer-
sediaan sarana dan prasaranamemadai secarakuan-
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titas maupun kualitas, maka kebijakan R-SMA BI
akan dapat diimplementasikan dengan lancar. Tetapi
jikaketersediaannyatidak memadai dan kurang kon-
dusif, makaimplementas kebijakan akan mengalami
hambatan. Proposisi minor 4: Kesiapan guru dalam
implementasi kebijakan R-SMA Bl sangat ditentukan
oleh pemahaman, kemauan, dan komitmen guru itu
sendiri, sertafaktor kel embagaan seperti kepemimpin-
an kepal a sekolah yang demokratis, dan suasana se-
kolah yang menyenangkan.

Proposisi mayor: Dengan diimplementasikan-
nya kebijakan R-SMA BI, maka secara kualitatif
membawa perubahan pada strategi pembel gjaran da-
ri sebelumnya. Proposisi minor 1: Dalam implemen-
tasi kebijakan R-SMA Bl mengharuskan guru-guru
menerapkan strategi pembel gjaran dengan menggu-
nakan bilingual (bahasalnggrisdan bahasaIndone-
sia) sebagai bahasa pengantar dan pemanfaatan tek-
nologi komunikas (ICT), untuk mewujudkan pembel-
gjaran yang bertaraf internasional. Proposisi minor
2: Pembel gjaran yang berpusat padapengaktifan sis-
wadapat diwujudkan apabilaguru mampu menerap-
kan berbagai metode dan model-model pembelgjaran
yang inovatif.

Proposisi mayor: Dengan diimplementasikan-
nyakebijakan R-SMA BI, makamembawa perubah-
an pada manajemen sekolah. Proposisi minor 1:
Gunamengimplementasikan kebijakan R-SMA BI,
maka dilakukan penguatan manajemen dengan ber-
basis|CT. Proposisi minor 2: Jikaditerapkan mana
jemen berbasiskan |CT, maka pemutakhiran dataa-
kademik dan non akademik dapat dilakukan, serta
pelayanan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat,
kepada stakehol ders dapat dilakukan. Proposisi mi-
nor 3: Jikaprogram kemitraan dengan sekolah mau-
pun lembaga-|embaga pendidikan berkualitas dapat
dilaksanakan dengan efektif, maka pengembangan
kapasitasguru, pembel gjaran, dan kualitaskurikulum
akan dapat diwujudkan.

Proposisi mayor: Dalamimplementasi kebijak-
an R-SMA BI dibutuhkan agen perubahan internal
dan eksternal. Jika para agen perubahan tersebut
berperan baik dalam implementasi kebijakan R-SMA
BI, makakebijakan tersebut dapat diimplementasikan
dengan mudah dan lancar. Proposisi minor 1: Terim-
plementasikannya kebijakan R-SMA BI berkat pe-
ran-peran yang dimainkan kepala sekolah sebagai
agen perubahan internal . Peran-peran merekaadalah
sebagai penyampai informasi, pembagi tugas-tugas,

melakukan pembinaan/supervisi, dan memberikan la-
yanan konsultasi. Proposisisminor 2: Implimentasi
kebijakan R-SMA BI berkat peran yang dimainkan
guru-guru sebagai agen perubahan internal. Peran-
peran tersebut, adalah sebagai penyebar/penular in-
formasi, pemecah masalah bagi dirinyasendiri, bagi
guru-guru lain, dan bagi sekolahnya. Proposisi minor
3: Terimplementasikannyakebijakan R-SMA Bl ber-
kat peran-peran yang dimainkan oleh paraagen peru-
bahan eksternal. Namun peran mereka berbeda dan
terbatas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
masing-masing.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian pada ketiga
situs, dapat dinyatakan bahwa dalam rangkaimple-
mentasi kebijakan R-SMA BI, mulapertamakepala
berusahamengenal ide kebijakan yang kemudian di-
sebarluaskan kepada warga sekol ah dan stakehol d-
er lainnyadalam bentuk sosidisas. Kegiatanini dila-
kukan agar terjadi kesamaan pandangan atau persep-
si dan pemahaman, sehingga pada akhirnya stake-
holder mendukung dalam implementasinya. Kesim-
pulan ini sejalan dengan pernyataan (Syafaruddin,
2008), bahwadalam mengefektifkan pencapaian tuju-
an kebijakan, makadiperlukan kejel asan tujuan ke-
bijakan dan carayang tepat baik menyangkut aspek
proses maupun pengembangannya. Mengenalkan pe-
rubahan kepada kel ompok kebijakan dan staf dengan
menj el askan sasaran kebijakan merupakan hal pen-
ting agar adajaminan semua personel menyediakan
waktu cukup untuk memungkinkan dalam pel aksana-
an kebijakan (Gamage & Pang, 2003). Dengan sosi-
alisasi, makapemahaman tujuan dan sasaran kebijak-
an akan tertanam pada pemikiran, tindakan, kebiasa
an, hinggasampai padakepemilikan karakter kebijak-
an oleh semuawargasekolah (Rivai & Murni, 2009),
karenasosialisasi merupakan proses adaptas karya-
wan terhadap budayayang di ciptakan oleh organi sas
agar filosofi dan seperangkat asumsi yangtelah diba
ngun dapat dipahami sertadiimplementasikan dalam
kehidupan dan keberlangsungan organisasi (Poer-
wanto, 2008).

Daam memperlancar implementasinya, kepala
sekolah membagi-bagi tugas dengan membentuk tim
pengembang sekolah dan mengaktifkan kembali
M GM P sekolah terutama pada mata-mata pel gjaran
hard science yang dalam pelaksanaan tugasnya
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MGM P didampingi oleh fasilitator masing-masing.
Dengan pembagian tugas ini akan dapat memperi-
ngan dan memperlancar tugas-tugas kepala sekolah
ddamimplementas kebijakan. Hal ini sgjalan dengan
pendapat Rahayu (2008), bahwa organisasi sekolah
perlu membagi pekerjaan keseluruhan menjadi bagi-
an-bagian yang saling terkait sehingga dapat meman-
faatkan sumberdaya manusia secara efektif, sesuai
dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungja-
wabnya. Everard, Morris & Wilson, (2004) jugame-
ngatakan, bahwa salah satu ciri organisasi adalah a
danya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan, dan
tanggung jawab, sertakomunikasi yang merupakan
bentuk-bentuk pembagian yang tidak dipolakan begitu
sgjaatau disusun menurut cara-caratradisional, mela-
inkan sengagjadirencanakan untuk | ebih meningkatkan
usaha mewujudkan tujuan organisasi. Secara siste-
matik, penciptaan kondisi manusia tersebut adalah
dalam pembinaan kemampuan dan komitmen perso-
nel sekolah (Kartanegara, 2003). Tugas yang harus
dilakukan tim pengembang sekol ah adal ah membantu
kepala sekolah untuk mempercepat penyiapan dan
pel aksanaan program R-SMA Bl yang disusun dalam
SDIP, mengembangkan berbagai aspek pendidikan
menjadi aspek-aspek yang berciri internasional, serta
membantu memperluas jaringan kemitraan (sister
school) dengan sekolah atau lembaga pendidikan
berkualitas|ainnya, dan dalam penataan manajemen
berstandar internasional. Syafaruddin (2008) menilai,
bahwa MGMP sekolah yang ada di sekolah mene-
ngah selamaini belum begitu diberdayakan sebagai-
manamestinya. Padahal keberadaan M GM P sekolah
merupakan wadah bagi guru-guru matapelajaran un-
tuk berkumpul, yang fungsinyasebagai saranasaling
berkomunikasi, belgjar dan bertukar pikiran dan peng-
alaman dalam rangkameningkatkan kinerjaguru se-
bagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembela
jarandi kelas (Sagala, 2007). Dengan diimplementasi-
kannyakebijakan R-SMA BI di sekolah, MGMP se-
kolah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam
penataan kurikulum nasional (KTSP) agar setarade-
ngan kurikulum internasional dengan melakukan
adaptasi dan/atau adopsi kurikulum internasional,
yang selanjutnyadituangkan ke dalam silabus dalam
bahasa | ndonesiadan bahasa Inggris, dan direfleksi-
kan ke dalam pembelgjaran bertaraf internasional.
Pengayaan dan pengembangan kurikulum oleh setiap
guru bidang studi adalah penting untuk mengukur
tingkat pencapaian tujuan sekolah (Sagala, 2007).

Karhami (2004), mengemukakan bahwaguru terlibat
dalam kegiatan pengembangan kurikulum dengan
mengubah, memperluas, mengorganisasi ulang, dan
menginterpretasikan apayang tel ah disusun oleh ahli
pengembang kurikulum di luar kelas. Sebab kualitas
tampilan guru di kelasikut dipengaruhi oleh kualitas
kurikulumyang dihasilkan.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan
lancar, maka sekolah memerlukan adanya kesiapan
sumber daya, baik sumber daya manusia maupun
saranadan prasarana. K esiapan sumber dayamanu-
siadi ketiga situs penelitian dilihat dari jumlahnya
cukup memadai dan siap melaksanakan kebijakan,
namun dilihat dari kemampuannyadal am penguasaan
bahasa Inggris dan pemanfataan |CT dalam pembela-
jaranyang berciri internasional, masih belum mema-
dai. Namun demikian, seiring dengan program pe-
ngembangan guru dan pengadaan fasilitas ICT, maka
SDM guru siap mel aksanakan kebijakan. Pentingnya
masal ah sumber dayamanusiaini, mencakup jumlah
staf yang tepat dan keahlian yang diperlukan. Jika
sumber dayatidak cukup, berarti kebijakantidak akan
terlaksanakarenaprosedur kerja, kegiatan yang dite-
tapkantidak dapat dibumikan dalam memenuhi tujuan
dan harapan stakeholders, atau pelanggan (Syafa-
ruddin, 2008). Begitu juga dengan saranadan prasa-
ranayang diperlukan. Sesuai dengan pemikiran Coop-
er, Slavin & Nancy (2000), bahwa untuk melakukan
pembaruan pendidikan di sekolah kemungkinan besar
akan terlaksana apabila didukung dengan kesiapan
sumber daya sekolah. Jons (2003) menyimpulkan,
bahwa salah satu faktor dari sekolah yang sukses
sangat dipengaruhi oleh tersedianyafasilitasdanting-
ginyalayanan yang diberikan oleh persond. Penyedia-
an saranakhusus dan alat-alat pelgjaran yang lengkap
tetapi idle (tidak dipakai) tidak akan memberikan e-
fek terhadap prestasi belgjar siswa(lsjoni & Firdaus,
2008), karena saranadan prasaranamerupakan kom-
ponen penting yang dapat mempengaruhi proses pem-
belgjaran (Sanjaya, 2006).

Kesiapan guru dalam implementasi kebijakan
juga dipengaruhi faktor kelembagaan seperti kepe-
mimpinan kepala sekolah dan faktor individu guru
itu sendiri seperti pemahaman, kemauan, dan komit-
mennya untuk berubah. Ditegaskan oleh Havelock
(1999), bahwa proses perubahan akan lebih menyen-
tuh masalah manusia jika rangsangan perubahan
muncul dalam perasaan dan emosi ditempatkan da-
lam tataran yang paling utama. K arena biasanyabe-
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berapa penghambatnya diantaranya terletak pada
rendahnyakemauan dan komitmen guru (Havel ock,
1999; Jala & Supriadi, 2001; Hendarman 2002). Na
mun demikian, kesiapan guru di tigasitus penelitian
telah dikondisikan dengan dukungan kel embagaan se-
perti kepemimpinan kepal asekolah yang demokratis,
guru diberi kesempatan berinovasi, studi banding,
mengikuti pelatihan-pelatihan maupun workshop.
Bahkan pada sebagian situs terlihat “jemput bola’,
sehinggapel atihan diselenggarakan atasinisiatif sen-
diri, tanpamenunggu pelatihan dari pemerintah. Ke-
simpulan ini mendukung pendapat Harris& Lambert
(2003), bahwa tidak hanya satu strategi sgja yang
dapat dilakukan dengan pengembangan staf dan guru,
seperti diskusi pengembangan kurikulum, metodol ogi
pembel ajaran, workshop, tetapi dapat pula melaku-
kan studi banding, mendatangkan ahli, pendidikan
lanjutan atau pel atihan berjenjang dalam kompetensi
keguruan.

Dalam implementasi kebijakan R-SMA BI
membawa perubahan dalam strategi pembelgjaran.
Bolden (2004) berpendapat bahwa perbaikan sekolah
ialah usahauntuk mencapai tujuan perubahan kondisi
pembel gjaran secaralebih efektif. Sebelum sekolah
ditetapkan sebagai R-SMA B, gurutidak diharuskan
menggunakan bilingual dalam pembel gjaran terma-
suk penggunaan | CT. Tetapi sejak sekolah ditetapkan
sebagai R-SMA B, guru harus menerapkan pembel -
gjaran bertaraf internasional yang dicirikan dengan
penggunaan bilingual dan ICT. Sebab dengan mem-
biasakan menggunakan bilingual maupun ICT, anak
dipacu cakap berkomunikasi dengan bahasalnggris
daninformas yang mutakhir dapat dijel gjahi guru ma-
upun pesertadidik untuk menghadapi tantangan glo-
bal yang multikompetisi (UNESCO, 2001). Banyak
unsur positif yang ditimbulkan dari dukungan teknologi
informasi, diantaranyadapat mempermudah hubung-
an antar persona baik di lingkungan lembaga pendi-
dikan maupun lingkungan masyarakat secaraumum
(Sanjaya, 2006). Penguasaan bahasa Inggris sangat
diperlukan untuk perluasan perolehan informasi de-
ngan memanfaatkan |CT, gunamemperbaharui ma-
teri belgjar, sumber belgjar, strategi pembel gjaran ser-
taevaluasi pembelgjaran yang sekaligus dapat me-
ningkatkan mutu pelayanan guru (Isjoni & Firdaus,
2008). Penerapan model Sudent Active Learning
(SAL) yang didukung oleh penggunaan I T atau ICT
diharapkan akan dapat mendorong insiatif siswaun-
tuk melakukan sendiri penyelesaian berbagai tugas

yang dirancang oleh guru (Massachusetts Institute
of Technology, 2002; Pramuniati, 2008), sehingga
menghasilkan “...students’ learning capacity” (U-
maedi, 2004).

Selain strategi pembel gjaran yang dikembang-
kan, dalamimplementasi kebijakan R-SMA Bl mana
jemen sekolah jugamengalami perubahan terutama
dari sistem pelayanan kepada stakeholders. Tujuan
pengembangan managjemen ini adalah untuk meme-
nuhi kebutuhan mangjemen sekolah yang baik (Dep-
diknas, 2007), yakni menerapkan prinsip-prinsip
TQM (Total Quality Management) (Kurnia, 2008;
Putro & Mahlani, 2008). Sekolah selain secarakon-
sisten menerapkan prinsip-prinsip MBS dengan ma-
najemen mutu total (MMT), jugadilakukan penguat-
an mangjemen berbasis|CT untuk pemutakhiran da-
taakademik, kesiswaan, keuangan, ketenagaan, sara-
naprasarana, maupun alumni. Semuayang dilakukan
ini dalam kaitan menuju manajemen berstandar inter-
nasional. Dengan manajemen berbasis| CT, sekolah
dapat memberikan pelayanan dengan mudah, cepat,
tepat dan akurat. Karena untuk menciptakan sekolah
menjadi unggul, diperlukan operasional manajemen
sekolah yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik
keunggulan yang diinginkan (Syafaruddin, 2008).

Akhirnyakeberhasilan implementasi kebijakan
R-SMA BI, berkat peran para agen perubahan eks-
ternal, namun peran mereka terbatas sesuai fungsi
dan kewenangannya. Namun yang paling banyak ber-
peran bagi terimplementasi kannya kebijakan adalah
peran agen perubahan internal, terutamakepal a seko-
lah. Hal ini mendukung pendapat Mantja (2000), bah-
wakeberhasilan reformasi (inovasi) dibidang pendi-
dikan harus dimotori oleh orang kunci (key person)
yang memiliki kompetensi dan keterampilan mangjeri-
al, dan salah satunya adal ah kepala sekolah. Kepala
sekolah selain sebagai pelaksana kegiatan rutin dan
tugas pokok sekolah, kepala sekolah juga berperan
sebagai pemimpin pendidikan yang menentukan arah
perubahan sekolah (Syafaruddin, 2008; Puslata,
2008). K epalasekolah merupakan subjek yang paling
banyak terlibat dalam aplikas inovasi mangjemen pen-
didikan di tingkat mikro (Danim, 2007). Peran yang
dimainkan kepal a sekol ah adal ah sebagai penyampai
informasi, pembagi tugas-tugas, supervis, dan layan-
an konsultasi bagi pemecahan masalah. Sdlainkepala
sekolah, guru-guru di ketigasitus penditian jugaseba
gal agen perubahan internal. Merekaberperan seba-
gai penular informasi, pemecah masalah bagi dirinya
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sendiri, guru-guru lain dan sekolahnya. Sekolah boleh
memiliki administras yang inovatif, dan sekolah perlu
memiliki supervis yang intensif, namun menurut Lu-
nenburg & Ornstein (2004) perubahan-perubahan
tetap tidak akan terjadi dengan mudah terkecuali di
dalam sekolah tersebut terdapat guru dan staf yang
berkemauan keras untuk bersatu membawa prose-
dur-prosedur yang inovatif.

KES MPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Implementasi kebijakan R-SMA Bl telah mem-
berikan dampak positif bagi perubahan di sekolah,
yakni proses perubahan secarakontinyu. Pengimple-
mentasian kebijakanterjadi dalam bentuk sikluskegi-
atan, yang diawali dengan memberi pemahaman dan
penyamaan perseps bagi implementor dengan sosidi-
sasi, pembagian tugas dengan membentuk tim pe-
ngembang sekolah dan pengaktifan MGMP sekolah
dengan pendampingan dari fasilitator, sertapemetaan
kurikulum nasional dengan melakukan adaptasi dan/
atau adops kurikulum internasional . Kesuksesanim-
plementasi kebijakan merupakan fungsi dari besar-
nyakondis yang adadi sekolah, yakni kesiapan sum-
ber dayamanusiabaik kuantitas maupun kualitas be-
sertafaktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesi-
apannya, dan ketersediaan fasilitas (saranadan pra-
sarana). Perubahan yang paling menonjol terjadi di
sekolah ketikakebijakan diimplementasikan adalah
padastrategi pembel gjaran yang menggunakan bilin-
gual sebagai bahasapengantar dan ICT untuk peng-
aktifan siswa, serta perubahan manajemen sekolah
menuju manajemen terstandar dengan menerapkan
manajemen berbasis|CT dalam perolehaninformasi,
penyimpanan data, maupun dalam pelayanan kepada
stakeholders. Keberhasilan dalam implementasinya
berkat peran agen perubahan, terutama peran agen
perubahan internal, yakni kepala sekolah dan guru-
guru.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan se-
bagai berikut. (1) Kepalasekolah di tigalokas pendliti-
an agar berusahamemahami dengan sebaik-baiknya
gagasan dasar kebijakan R-SMA Bl yang dikem-
bangkan dan difusikan oleh pemerintah, selain pandu-

an operasionanya. Untuk mengimplementasikan ke-
bijakan R-SMA BI di sekolah, guru-guru membutuh-
kan kepemimpinan yang profesional yang mampu
memberikan pembinaan dan memperluas jaringan
kerjasama (kemitraan) untuk meningkatkan kualitas
personel dan kinerja sekolah. (2) Guru-guru selaku
tenaga pendidik dalam mewujudkan pembelajaran
bertaraf internasional, hendaknyaselalu berusahame-
ningkatkan kualitas performansinyadengan mengikuti
berbagai pelatihan, mencari ide-ide dan model-model
baru atau strategi baru dalam mengel ola proses pem-
belgjaran di kelasyang bertaraf internasional. (3) Pe-
merintah pusat (Depdiknas) agar mengkondisikan se-
jak awal sekolah-sekolah yang akan ditetapkan men-
jadi R-SMA BI, sehingga sekolah siap lebih awal
dalam rangkaimplementasi kebijakan, dan (4) Dinas
pendidikan agar memberikan dukungan komitmen ke-
lembagaan yang kuat dan organisasional yang tepat
dengan pola-polamangj erid dan kepemimpinan yang
bersifat fasilitatif, serta pembinaan secara intensif,
terpola, terpadu dan berkesinambungan kepadakepa-
lasekolah dan guru-guru.
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